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ABSTRAKSI 

 

 

PERMEN ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah 

Mineral Bukan Logam  Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral 

terhadap PAD dari sektor pertambangan bentonit di Kabupaten Tasikmalaya. Metode 

penelitian yang dilakukan bersifat normatif-empiris.Dengan bertitik tolak dari 

kenyataan dan permasalahan yang terjadi dilapangan, kemudian dihubungkan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Nara sumber yang digunakan dalam 

penelitian ini dari pegawai Dinas Pertambangan dan Energi serta pegawai Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.Dari 

penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD yang 

diperoleh dari pajak pertambangan bentonit dan beberapa regulasi baru mengenai 

pengelolaan pertambangan bentonit disebabkan oleh munculnya Peraturan Menteri 

ESDMNo. 11 Tahun 2012,yang nantinya Peraturan Menteri ini juga akan berkaitan 

dengan fungsi utama pajak yaitu fungsi budgeteir dan fungsi regulerenddi Kabupaten 

Tasikmalaya. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted to determine how the impact of the issuance of 

ESDM Ministerial Decree No. 11 of 2012 on Added Value of Non Metallic Minerals 

Through Mineral Processing and Purification Activities, on the revenue of Bentonite 

Mining Sector in the District of Tasikmalaya. The Research methods used 

arenormative-empirical. Starting with real situations and problems that occur in the 

field, then linked to legislation that are in effect. Sources used in this study are 

employees from the Department of Mining and Energy, and also employees from the 

Department of Revenue Finance and Asset Management in the District of 

Tasikmalaya. This studyfound several factors that affect the increase in revenue 

derived from bentonite mining taxation and some new regulations regarding the 

management of bentonite mining due to the emergence of ESDM Ministerial Decree 

No. 11 of 2012, the Regulation will also be related to the main function of tax which 

is tax budgeter functions and function regulerend in the District of Tasikmalaya. 

 

Keywords : Regulation, mining, Bentonite, revenue, budgeteir, regulerend. 

 

  

Implikasi Peraturan Menteri ESDM NO. 11 Tahun 2012, Terhadap PAD Dari Pajak Pertambangan
Bentonit
Terkait Fungsi Utama Pajak di Kabupaten Tasikmalaya
WINDI ASTRIANA, Anugrah Anditya, S.H., M.T. 
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN
	ABSTRAKSI
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR SINGKATAN
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Keaslian Penelitian
	E. Manfaat Penelitian

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan umum mengenai Perpajakan
	1. Definsi Pajak
	2. Fungsi Perpajakan
	3. Syarat Pemungutan Pajak
	4. Pembagian pajak
	5. Otonomi Daerah

	B. Tinjauan Umum tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam.
	1. Pajak Daerah
	2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan


	BAB III METODE PENELITIAN
	A. Tipe Penelitian
	B. Bahan Penelitian
	1. Data Primer
	2. Data Sekunder

	C. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan hasil pajak pertambangan mineral bukan logam dari sektor bentonit
	1. Urgensi dikeluarkannya PERMEN ESDM No. 11 tahun 2012 perubahan atas PERMEN ESDM NO.7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
	2. Target dan Realisasi pemungutan pajak pertambangan mineral bukan logam bentonit di Kabupaten Tasikmalaya
	3. Dampak dikeluarkannyaPERMEN ESDM NO. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang kemudian dirubah menjadi PERMEN ESDM No. 11 tahun 2012 terhadap peningkatan PAD dari pajak pertambangan bentonit di Kabupaten Tasikmalaya.
	4. Hambatan dan Solusi Dalam Upaya Menjalankan Peraturan Mengenai Pertambangan Bentonit di Kabupaten Tasikmalaya.

	B. Implikasi PERMEN ESDM No. 11 tahun 2012 perubahan atas PERMEN ESDM NO.7 tahun 2012 Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap fungsi utama pajak.
	1. Implikasi PERMEN ESDM No. 11 tahun 2012 perubahan atas PERMEN ESDM NO.7 tahun 2012 Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap fungsi Regulerend.
	2. Implikasi PERMEN ESDM No. 11 tahun 2012 perubahan atas PERMEN ESDM NO.7 tahun 2012 Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap fungsi budgeteir.


	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



